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BAB II 

 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

 

A. Penelitian Terdahulu 

 

 Pada penelitian sebelumnya, walaupun penulis tidak 

menemukan penelitian yang mirip dengan tema penulis, tetapi ada 

beberapa penelitian yang memperbincangkan masalah tradisi, 

diantaranya adalah: 
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1. TRADISI PERKAWINAN “TUMPLEK PONJEN” (Studi di 

Desa Kalimukti Kecamatan Pabedilan Kabupaten Cirebon). 

 Skripsi ini ditulis oleh Muhammad Soleh (03210087) 

mahasiswa Fakultas Syari‟ah UIN MALIKI Malang 2009.  

Penelitian ini memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan tradisi 

perkawinan „Tumplek Ponjen‟ dan makna-makna simbol serta 

bagaimana pandangan masyarakat Islam di Desa Kalimukti 

terhadap tradisi perkawinan Tumplek Ponjen. 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat tradisi 

perkawinan yang turun-temurun dan diyakini oleh penduduk bila 

ada pengantin yang posisinya sebagai anak terakhir, maka harus 

melakukan tradisi Tumplek Ponjen. Apabila pengantin tersebut 

tidak melakukan ritual tersebut maka diyakini pengantin akan 

banyak mengalami cobaan ekonomi. Adapun nilai yang 

melandasi keyakinan terhadap tradisi ini adalah suatu keyakinan 

yang dijadikan peraturan dan berkembang dalam masyarakat 

merupakan hasil olah pikir masyarakat, keyakinan tersebut tidak 

berdasar dan tidak mengarah pada kemusyrikan dengan petunjuk 

yang telah diberikan oleh Agama Islam serta tidak ada 

relevansinya dengan ekonomi keluarga pada umumnya.  
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2. TRADISI KELAKAT DALAM PERKAWINAN (Studi Pada 

Masyarakat Muslim Kelurahan Loloan Timur Kecamatan Negara 

Kabupaten Jembrana Bali) 

 Skripsi ini ditulis oleh Usriah ( 12210005 ) Mahasiswa 

Fakultas Syari‟ah 2007. Penelitian ini memfokuskan pada 

bagaimana pelaksanaan tradisi perkawinan „Kelakat‟ dan makna-

makna simbol serta bagaimana pandangan masyarakat Islam di 

Desa Loloan Timur terhadap tradisi perkawinan Kelakat 

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan 

pemahaman masyarakat muslim Loloan Timur bahwa para roh 

leluhur yang telah mati akan selalu memberikan pengawasan 

kepada para penerusnya dan berharap untuk diundang dalam 

suatu acara perkawinan agar acara tersebut dapat berjalan dengan 

lancar serta menghilangkan hal-hal yang dapat melecehkan 

keluarga mereka. Tradisi Kelakat termasuk pada al-„urf al-fasid. 

Menurut pandangan tokoh masyarakat, tradisi ini dapat 

menyebabkan kepada lembah kemusyrikan. Karena berjalannya 

suatu acara itu bukan saja karena pertolongan Allah melainkan 

dibantu oleh roh leluhur.  

B. Kerangka Teori 
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1. PERNIKAHAN 

a.  Makna Pernikahan  

Menurut pengertian sebagian fuqaha pernikahan ialah: 

“Aqad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan 

hubungan kelamin dengan lafadl nikah atau ziwaj atau yang 

semakna keduanya.” 

Pengertian ini dibuat hanya melihat satu segi saja 

ialah kebolehan hukum, dalam hubungan antara seorang laki-

laki dengan seorang wanita yang semula dilarang menjadi 

dibolehkan.  Padahal setiap perbuatan hukum itu mempunyai 

tujuan dan akibat ataupun pengaruhnya.  Hal-hal inilah yang 

menjadi perhatian manusia pada umumnya dalam 

kehidupannya sehari-hari. Dapat terjadinya perceraian, kurang 

adanya keseimbangan antara suami istri, sehingga memerlukan 

penegasan arti pernikahan bukan saja dari segi kebolehan 

hubungan melainkan juga dari segi tujuan dan akibat 

hukumnya. Jika kita menyadari hal tersebut, maka pengertian 

perkawinan diatas harus diperluas sehingga lebih mencakup 

pelaksanaan, tujuan dan akibat hukumnya. Pengertian seperti 

ini kita dapati para ahli hukum Islam Muta‟akhkhiriin seperti 
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yang ditulis oleh Muhammad Abu Ishrah bahwa Nikah Ziwaj 

ialah: 

“Aqad yang memberikan faedah hukum kebolehan 

mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan 

wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas 

hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-

masingnya.” 

Dari pengertian yang kedua ini perkawinan 

mengandung aspek akibat hukum melangsungkan perkawinan, 

ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta mengadakan 

pergaulan yang dilandasi tolong-menolong. Karena perkawinan 

termasuk pelaksanaan agama, maka didalamnya terkandung 

adanya tujuan atau maksud mengharap keridhaan Allah SWT. 

Para mujtahid sepakat bahwa nikah adalah suatu ikatan yang 

dianjurkan syari‟at. Orang yang sudah berkeinginan untuk 

nikah dan khawatir terjerumus ke dalam perbuatan zina, sangat 

dianjurkan untuk melaksanakan nikah. Yang demikian adalah 
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lebih utama daripada haji, shalat, jihad dan puasa sunnah. 

Demikian menurut kesepakatan para imam madzhab.
8
 

 Undang-Undang Perkawinan , dalam pasal 1 

merumuskan pengertian perkawinan sebagai berikut: 

“Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dan 

seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk 

keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa”.
9
 

  Pada dasarnya pengertian perkawinan disini ialah 

banyak memiliki perbedaan. Perbedaan yang terdapat bukan 

untuk memperlihatkan pertentangan, tetapi hanya membedakan 

dimana lebih menambahkan unsur-unsur pada masing-masing 

perumus. Tetapi dalam perbedaan tersebut ditemukan adanya 

kesamaan unsur mengenai pengertian pernikahan, yaitu suatu 

ikatan perjanjian. Ikatan perjanjian disini berbeda dengan 

ikatan  akad  jual beli maupun akad sewa-menyewa, tetapi akad 

disini merupakan akad suci yang disatukan oleh kedua pihak 

                                                           
8
Syaikh al-‘Allamah Muhammad bin ‘Abdurrahman ad-Dimasyqi, FIQIH EMPAT MADZHAB, 

(Bandung: Hasyimi, 2012), h. 318 
9
Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang 

No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, YOGYAKARTA,2004), h. 9 
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laki-laki dan perempuan untuk menuju suatu keluarga yang 

harmonis sesuai syari‟at islam. 

 

b. Syarat dan Rukun Pernikahan 

Rukun dan syarat adalah sesuatu bila ditinggalkan  

akan menyebabkan sesuatu itu tidak syah. Di dalam rukun 

dan syarat pernikahan terdapat beberapa pendapat, yaitu 

sebagai contoh menurut Abdullah Al-Jaziri dalam bukunya 

Fiqh „Ala Madzahib Al-‟arba‟ah menyebutkan yang 

termasuk rukun adalah Al-ijab dan Al-qabul dimana tidak 

ada nikah tanpa keduanya. Menurut Sayyid Sabiq juga 

menyimpulkan menurut fuqoha‟, rukun nikah terdiri dari Al-

ijab dan Al-qabul sedangkan yang lain termasuk ke dalam 

syarat. 

 Menurut Hanafiyah, rukun nikah terdiri dari syarat-

syarat yang terkadang dalam Sighat, berhubungan dengan 

dua calon mempelai dan berhubugan dengan kesaksian. 

Menurut Syafiiyyah melihat syarat perkawinan itu ada 

kalanya menyangkut Sighat, wali, calon suami-istri dan juga 

Syuhud. Menurut Malikiyah, rukun nikah ada 5: wali, 



22 
 

mahar, calon suami-istri, dan Sighat. Jelaslah para ulama 

tidak saja membedakan dalam menggunakan kata rukun dan 

syarat tetapi juga berbeda dalam detailnya.  Malikiyah tidak 

menetapkan saksi sebagai rukun, sedangkn syafi‟i 

menjadikan 2 orang saksi menjadi rukun.
10

 

 

1) Syarat Pernikahan 

  Syarat-syarat nikah menurut agama Islam 

diperinci ke dalam syarat-syarat untuk mempelai 

wanita dan syarat-syarat untuk mempelai laki-laki. 

Syarat-syarat nikah ini dapat digolongkan ke dalam 

syarat materiil dan harus dipenuhi agar dapat 

melangsungkan pernikahan. 

Syarat bagi calon mempelai laki-laki: 

a) Beragama Islam 

b) Terang laki-lakinya (bukan banci) 

c) Tidak dipaksa (dengan kemauan sendiri) 

d) Tidak beristri lebih dari empat orang 

                                                           
10

M-Ihwanuddin, “Rukun dan Syarat Pernikahan Disertai dengan KHI (Kompilasi Hukum 
Islam)”,http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-
menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/, diakses tanggal 27 Desember 2012. 

http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/
http://mihwanuddin.wordpress.com/2011/03/17/rukun-dan-syarat-pernikahan-menurut-khi-kompilasi-hukum-islam/
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e) Bukan mahramnya bakal istri 

f) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan 

bakal istrinya 

g) Mengetahui bakal istrinya tidak haram dinikahinya 

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah 

Syarat bagi calon mempelai wanita: 

a) Beragama Islam 

b) Terang perempuannya (bukan banci) 

c) Telah memberi izin kepada wali untuk 

menikahkannya 

d) Tidak bersuami, dan tidak ada masalah idah 

e) Bukan mahram bakal suami 

f) Belum pernah dili‟an (sumpah li‟an) oleh bakal 

suaminya 

g) Terang orangnya 

h) Tidak sedang dalam ihram haji atau umrah 
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    Tidak dipenuhinya syarat-syarat nikah 

tersebut di atas berakibat batal atau tidak sah ( fasid ) 

nikahnya.
11

 

2) Rukun Pernikahan  

     Rukun nikah merupakan hal-hal yang harus 

dipenuhi pada waktu melangsungkan perkawinan. Jadi 

dapat digolongkan kedalam syarat formil, dan terdiri 

atas: 

1) Adanya calon mempelai lali-laki dan wanita 

2) Harus ada wali bagi calon mempelai perempuan 

3) Harus disaksikan oleh dua orang saksi 

4) Akad nikah, yaitu ijab dari wali mempelai 

perempuan atau wakilnya dan Kabul dari 

mempelai laki-laki atau wakilnya. 

   Rukun nikah merupakan bagian daripada 

hakekat perkawinan, artinya bila salah satu rukun 

nikah tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi suatu 

perkawinan. 

                                                           
11

 Asmin. Status perkawinan antar agama ditinjau dari undang-undang perkawinan No. 
1/1974, (Jakarta: PENERBIT PT. DIAN RAKYAT, 1986), h. 31-32 
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   Bila tidak ada calon mempelai yang akan 

melangsungkan perkawinan, tidak ada suatu 

perkawinan. Calon mempelai masing-masing harus 

bebas dalam menyatakan persetujuannya, hal ini 

menuntut konsekuensi bahwa kedua calon mempelai 

haruslah sudah mampu memberikan persetujuan untuk 

mengikatkan diri dalam suatu perkawinan, dan ini 

hanya dapat dilakukan oleh orang yang sudah mampu 

berfikir mandiri, dewasa dan bebas dari tekanan pihak 

lain di luar dirinya, yang menurut istilah hukum Islam 

berarti sudah “Aqil Baligh” (baligh berakal), dalam 

arti sudah mampu melakukan perkawinan (Undang-

undang No.1/1974 menentukan usia 16 tahun untuk 

wanita dan 19 tahun untuk pria). Dengan dasar ini 

sebenarnya Islam mengajarkan asas kedewasaan 

jasmani dan rohani untuk dapat melangsungkan 

pernikahan. Perkawinan anak-anak hanyalah 

dimungkinkan dalam hal-hal atau keadaan tertentu 

saja. 
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   Wali menurut ajaran Syafi‟i dan Maliki 

merupakan soal penting. Menurut ajarannya, tidak ada 

nikah tanpa wali. Hanafi dan Hambali lain lagi 

pandangannya; walaupun nikah itu tidak memakai 

wali, nikahnya tetap sah. Paham ini dianut juga oleh 

sarjana Indonesia yaitu, Prof. Hazairin SH dan Sayuti 

Thalib SH. 

  Sayuti Thalib SH me-ittiba‟ dan mengikuti 

pendapat Imam Abu Hanifah dan Prof. Hazairin, 

dengan mengatakan bahwa memang dari segi hukum, 

wali bagi perempuan yang sudah dewasa tidak menjadi 

syarat sahnya pengikatan diri dalam perkawinan, tetapi 

ada baiknya wanita itu memakai wali dalam 

melakukan ijab dan Kabul 

   Sebagian besar ulama mengatakan, bahwa 

saksi merupakan rukun nikah. Menurut Syafi‟i, Hanafi 

dan Hambali, akad nikah yang tidak dihadiri oleh dua 

orang saksi, tidak sah. Dasarnya adalah Hadits Nabi 

yang mengatakan : “tidak ada/tidak sah nikah, 

melainkan dengan wali dan dengan dua orang saksi 
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yang adil”. Menurut Syafi‟i dan Hambali, dua orang 

saksi itu harus muslim. Tidak sah bila dua orang saksi 

itu bukan muslim, yaitu bila perkawinan dilakukan 

antara seorang muslim dengan wanita yang bukan 

muslim (kitabiyah). 

 Rukun nikah yang keempat, yaitu ijab dan 

Kabul, merupakan rukun nikah yang menentukan, 

karena dengan diucapkannya ijab (penegasan 

kehendak untuk mengikatkan diri dalam perkawinan) 

oleh wali mempelai perempuan atau wakilnya, dan 

Kabul (penegasan penerimaan mengikatkan diri 

sebagai suami istri) yang dilakukan mempelai laki-laki 

atau wakilnya, maka akad nikah secara yuridis 

mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua mempelai, 

dalam arti bahwa perkawinan mereka sudah sah. Jadi 

ijab Kabul merupakan inti dari perkawinan 

menurutagama Islam. 

   Sehubungan dengan pelaksanaan ijab Kabul, 

Sayuti Thalib SH berpendapat, pengucapan ijab oleh 

mempelai wanita dan Kabul oleh mempelai pria adalah 
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terbalik. Seyogyanya pihak mempelai prialah yang 

mengucapkan ijab dan mempelai wanita yang 

mengucapkan kabul. Selanjutnya Sayuti mengatakan 

hal tersebut sesuai dengan fitrah laki-laki dan 

perempuan yang dijadikan Tuhan.  

 

c. . Tujuan Pernikahan 

  Tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah 

untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, 

dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. 

  Selain itu ada pula pendapat yang mengatakan bahwa 

tujuan perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi 

kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus 

untuk membentuk keluarga dan memelihara serta 

meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia 

ini, juga mencegah perzinahan, agar tercipta ketenangan dan 

ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman 

keluarga dan masyarakat.
12

 

                                                           
12

 Mohd. Idris Ramulyo. Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 
1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: BUMI  AKSARA, 2004), h. 26-27 
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   Soemijati, S.H., menyebutkan bahwa tujuan 

perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan 

hajat tabiat kemanusiaan, berhubungan antara laki-laki dan 

perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang 

bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang, untuk 

memperoleh keturunan tang sah dalam masyarakat dengan 

mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh 

syari‟ah. 

  Rumusan tujuan perkawinan diatas dapat diperinci 

sebagai berikut: 

1) Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi 

tuntutan hajat tabiat kemanusiaan 

2) Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih 

3) Memperoleh keturunan yang sah 

  Dari rumusan di atas, Filosof Islam Imam Ghazali 

membagi tujuan dan faedah perkawinan kepada lima hal, 

seperti berikut: 

1) Memperoleh keturunan yang sah akan 

melangsungkan keturuna serta memperkembangkan 

suku-suku bangsa manusia.  



30 
 

2) Memenuhi tuntutan naluriah hidup kemanusian. 

3) Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan. 

4) Membentuk dan mengatur rumah tangga yang 

menjadi basis pertama dari mayarakat yang besar di 

atas dasar kecintaan dan kasih sayang. 

5) Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki 

penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa 

tanggung jawab.
13

 

 

d.  Peminangan ( Khitbah ) 

  Kata peminangan bersal dari kata “pinang, 

meminang”. meminang sinonimnya adalah melamar, yang 

dalam bahasa Arab disebut Khitbah. Menurut etimologi, 

meminang atau melamar artinya kegiatan atau upaya kea 

rah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria 

dan seorang wanita. 

  Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan 

yang disyari‟atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan 

                                                           
13

 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (undang-undang 
No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan), (Yogyakarta: LIBERTY, YOGYAKARTA,2004), h. 12-
13 
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tujuan agar waktu memasuki perkawinan didasari dengan 

kerelaan yang didapatkan dari penelitian, pengetahuan, 

serta kesadaran masing-masing pihak. 

  Adapun perempuan yang boleh dipinang adalah 

perempuan yang meenuhi syarat sebagai berikut: 

a.  Tidak dalam pinangan orang lain 

b. Pada waktu di pinang, perempuan tidak ada penghalang 

syarak yang melarang berlangsungnya pernikahan 

c. Perempuan itu tidak dalam masa iddah karena talak 

raj‟i 

d. Apabila  perempuan dalam masa iddah karena talak 

ba‟in, hendaklah meminang dengan cara sirry (tidak 

terang-terangan).
14

 

e.  Melihat Pinangan 

 Untuk kebaikan dalam berumah tangga, kesejahteraan dan 

kesenangannya, seyogyanya laki-laki melihat dulu perempuan 

yang akan dipinangnya, sehingga ia dapat menentukan apakah 

peminangan itu diteruskan atau dibatalkan.  

                                                           
14

H.M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap, (Jakarta: 
PT.Raja Grafindo Persada, 2009), h. 24-25 
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 Dalam agama Islam, melihat perempuan yang akan di 

pinang itu diperbolehkan selama dalam batasan-batasan 

tertentu, berdasarkan sabda Nabi SAW: 

رَةِ بْنِ شُعْبَةَ انََّهُ خَ  هَا فاَِنَّهُ عَنِ اْلمُغِي ْ طَبَ امْرَأَةً فَ قَالَ النَّبِيُّ ص: انُْظرُْ اِليَ ْ

نَكُمَا   .اَحْرَى اَنْ يُ ؤْدَمَ بَ ي ْ

Dari Mughirah bin Syu‟bah, ia pernah meminang seorang 

perempuan, lalu Rasulullah Saw bertanya kepadanya: sudahkah 

kau lihat dia? Ia menjawab: belum. Sabda Nabi: Lihatlah dia 

lebih dahulu agar nantinya kamu bisa hidup bersama lebih 

langgeng.  

 

 Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, 

para fuqaha berbeda pendapat. Imam Malik hanya membolehkan 

hanya pada bagian muka dan telapak tangan. Fuqaha yang lain ( 

seperti Abu Daud Azh-Zhahiriy ) membolehkan melihat seluruh 

badan, kecuali dua kemaluan. Sementara fuqaha yang lain lagi 

melarang melihat sama sekali. Sedangkan Imam Abu Hanifah 

membolehkan melihat dua telapak kaki, muka dan dua telapak 

tangan. 

 Silang pendapat ini disebabkan karena dalam persoalan ini 

terdapat suruhan untuk melihat wanita secara mutlak, terdapat 
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pula larangan secara mutlak, dan ada pula suruhan yang bersifat 

terbatas, yaitu pada muka dan dua telapak tangan.  

 

2. TRADISI 

a. ISLAM DAN PERKAWINAN LOKAL  

  Islam merupakan agama yang universal, 

memiliki sifat yang mampu untuk adaptasi serta 

tumbuh disegala tempat dan waktu. Hanya saja 

pengaruh lokalitas dan tradisi dalam sekelompok suku 

bangsa sangat sulit dihindari dalam masyarakat muslim. 

Namun demikian, walaupun berhadapan dengan budaya 

lokal dunia, keuniversalan Islam tetap tidak akan 

berkurang. Hal ini menjadi indikasi bahwa perbedaan 

antara satu daerah dengan daerah lainnya tidaklah 

menjadi kendala untuk mencapai tujuan Islam, dan 

Islam tetap menjadi pedoman dalam segala aspek 

kehidupan. Hanya saja pergumulan Islam dan budaya 

lokal itu berakibat pada adanya keragaman penerapan 

prinsip-prinsip umum dan universal suatu agama 

berkenaan dengan tata caranya, dengan kata lain 
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masyarakat muslim tidak dapat lepas dengan istilah 

tradisi. 

 Tradisi merupakan gambaran sikap dan perilaku 

manusia yang telah berproses dalam waktu lama dan 

dilaksanakan secara turun-temurun dari nenek moyang. 

Tradisi dipengaruhi oleh kecenderungan untuk berbuat 

sesuatu dan mengulang sesuatu sehingga menjadi 

kebiasaan.
15

 

 Tradisi (bahasa latin : tradition, artinya 

diteruskan) menurut artian bahasa sesuatu kebiasaan 

yang berkembang di masyarakat, baik yang menjadi 

adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual 

adat atau agama. Atau dalam pengertian yang lain, 

sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan menjadi 

bagian dari kehidupan suatu kelompok masyarakat, 

                                                           
15

MulfiBlog,“PengertianTradisi”,http://mulfiblog.wordpress.com/2009/10/20/pengertian -
tradisi/, diakses pada tanggal 27 Februari 2013. 
 

http://mulfiblog.wordpress.com/2009/10/20/pengertian-tradisi/
http://mulfiblog.wordpress.com/2009/10/20/pengertian-tradisi/
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biasanya dari suatu Negara, kebudayaan, waktu, atau 

agama yang sama. 
16

 

    Adapun tradisi dapat menjadi hukum yang 

mendapat legitimasi dari hukum Islam, apabila tidak 

ada nash yang menyatakan tentang itu.  

  Dalil bagi tradisi ditemukan dalam Al Qur‟an, 

yaitu pada Surat Al A‟raf ayat 199: 

                17 

     Artinya: 

 Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang 

mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-

orang yang bodoh. 

 

 J.C. Hastermann yang memandang tradisi dari sudut 

makna dan fungsinya maka tradisi berisi sebuah jalan bagi 

masyarakat untuk memformulasikan dan memperlakukan fakta-

                                                           
16

Abinehisyam, “Tradisi dalam Masyarakat Islam” , 
http://abinehisyam.wordpres.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/, diakses 
pada tanggal 4 Maret 2013 
17

 QS. al- A’raf (7): 199 

http://abinehisyam.wordpres.com/2011/12/29/tradisi-dalam-masyarakat-islam/
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fakta dasar dari eksistensi kehidupan manusia seperti consensus 

masyarakat mengenai persoalan kehidupan dan kematian, 

termasuk masalah makanan dan minuman. Tradisi merupakan 

tatanan transcendental yang dijadikan sebagai dasar orientasi 

untuk mengabsahan tindakan manusia. Namun demikian, tradisi 

merupakan suatu yang imanen didalam situasi aktualyang 

memiliki kecocokan dengan realitas yang sama dengan tatanan 

yang transenden untuk mengisi fungsi orientasi dan legitimasi. 

Jadi, tradisi tidak sinonim dengan keadaan statis atau berlawanan 

dengan keadaan modern. 

 Dengan demikian, berbicara tradisi berarti berbicara 

tentang tatanan eksistensi manusia dan bagaimana masyarakat 

mempresentasikannya di dalam kehidupannya. Dalam sudut 

pandang seperti ini, setiap masyarakat memiliki tradisinya 

sendiri, sesuai dengan bagaimana mereka menghadirkannya 

dalam hidupnya. Dan masing-masing masyarakat memiliki 

tradisinya sendiri maka kiranya tidak bisa sebuah tradisi 

dibandingkan dengan kerangka menjelaskan mana yang lebih 

tinggi dan mana yang lebih rendah sebab masing-masing kembali 
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kepada sumber fikiran manusia yang menghasilkan tradisi 

tersebut.  

 Tradisi merupakan adat kebiasaan turun temurun dari 

nenek moyang yang masih dijalankan di masyarakat. Sejak 

dahulu tradisi pun telah ada dan menjadi kebiasaan yang dijalani 

oleh masyarakat saat ini. Dalam hukum Islam istilah tradisi lebih 

dikenal dengan „Urf. „Urf secara etimologi merupakan sesuatu 

yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan 

secara terminologi, seperti dikemukakan Abdul-Karim Zaidan, 

istilah „urf berarti sesuatu yang tidak asing lagi bagi masyarakat 

karena telah menjadi kebiasaan yang menyatu dengan kehidupan 

mereka baik berupa perbuatan atau perkataan. Istilah „urf dalam 

pengertian istilah al-„adah (adat istiadat). Contoh „urf berupa 

perbuatan atau kebiasaan disuatu masyarakat dalam dalam 

melakukan jual beli kebutuhan ringan sehari-hari seperti garam, 

tomat, dan gula. Dengan hanya menerima barang dan 

menyerahkan harga tanpa mengucapkan ijab dan qabul. Contoh 

„urf yang berupa perkataan, seperti kebiasaan di suatu 

masyarakat untuk tidak menggunakan kata al-lahm (daging) 
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kepada jenis ikan. Kebiasaan-kebiasaan seperti itu menjadi bahan 

pertimbangan waktu akan menetapkan hukum dalam masalah. 

Masalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dalam al-qur‟an 

dan Sunnah.
18

 

 Secara umum „urf atau „adat itu diamalkan oleh semua 

madzhab fiqh terutama dikalangan ulama madzhab Hanafiyah 

dan Malikiyah. Ulama Hanafiyah menggunakan istihsan dalam 

berijtihad, dan salah satu bentuk istihsan itu adalah istihsan al-

,‟urf (istihsan yang menyandar pada „urf). Oleh ulama 

Hanafiyah, „urf itu didahulukan atas khiyas khafi dan juga 

didahulukan atas nash yang umum, dalam arti: „urf itu 

mentakhsish umum nash.  

 Ulama Malikiyah menjadikan „urf atau tradisi yang 

hidup dikalangan Madinah sebagai dasar dalam menetapkan 

hukum dan mendahulukannya dari hadits ahad. 

                                                           
18

 Satria Effendi, M.Zain. Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), h. 
153-154 
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 Ulama Syafi‟iyah banyak menggunakan „urf dalam hal-

hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam syara‟ 

maupun dalam penggunaan bahasa.  

   Para ulama sepakat menolak „urf fasid (adat kebiasaan 

yang salah) untuk dijadikan landasan hukum. Selanjutnya ialah 

tentang „urf sahih. Menurut hasil penelitian al-Tayyib Khudari 

al-Sayyid, guru besar Ushul Fiqh di Universitas Al-Azhar Mesir 

dalam karyanya al-ijtihad fi ma la nassa fih, bahwa madzhab 

yang dikenal banyak menggunakan „urf sebagai landasan hukum 

adalah kalangan Hanafiyah dan kalangan Malikiyah, dan 

selanjutnya oleh kalangan hanabilah dan kalangan Syafi‟iyyah. 

Menurutnya, pada prinsipnya madzhab-,adzhab besar fikih 

sepakat menerima adat istiadat sebagai landasan pembentukan 

hukum, meskipun dalam jumlah dan rinciannya terdapat 

perbedaan di antara madzhab-madzhab tersebut, sehingga „urf 

dimasukkan kedalam kelompok-kelompok dalil-dalil yang 

diperselisihkan dikalangan ulama.
19

 

                                                           
19

Satria Effendi, M.Zain. Ushul Fiqh, (Jakarta: kencana perdana media group, 2005), h. 155 
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   Dari beberapa penjelasan dapat dikatakan bahwa „urf 

atau „adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan 

hukum. Namun penerimaan ulama atas „adat itu bukanlah karena 

semata-mata ia bernama „adat atau „urf. „Urf atau „adat itu 

bukanlah dalil yang berdiri sendiri. „Adat atau „urf menjadi dalil 

karena ada yang mendukung, atau tempat sandarannya, baik 

dalam bentuk ijma‟ atau mashlahat. „Adat yang berlaku 

dikalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik 

oleh umat. Bila semua ulama telah mengamalkannya, berarti 

secara tidak langsung telah terjadi ijma‟, walaupun dalam bentuk 

sukuti. 

   „Adat itu berlaku dan diterima orang banyak karena 

mengandung kemashlahatan. Tidak memakai „adat seperti ini, 

hal ini berarti menolak mashlahat, sedangkan semua pihalk telah 

sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilah mashlahat, 

meskipun tidak ada nash yang secara langsung mendukungnya.
20

  

   Islam datang dengan seperangkat norma syara‟ yang 

mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam 

                                                           
20

 Amir Syarifuddi, Ushul Fiqh jilid 2, (Jakarta: Kencana perdana media group, 2008),h.  378 
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sebagai konsekwensi sebagai keimanannya kepada Allah dan 

Rasul-Nya. Sebagian dari „adat lama itu ada yang selaras dan ada 

yang bertentangan dengan hukum syara‟. Pertemuan antara adat 

dan syari‟at tersebut terjadilah pembenturan, penyerapan, dan 

pembauran antara keduanya. Dalam hal ini yang diutamakan 

adalah hasil penyeleksian „adat yang dipandang masih diperlukan 

untuk dilaksanakan. Bedasarkan hasil seleksi tersebut, „adat 

dapat dibagi kepada empat kelompok sebagai berikut: 

1. „Adat yang lama secara substansial dan dalam hal 

pelaksanaannya mengandung unsur kemaslahatan. 

Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat 

dan tidak terdapat unsur mudharatnya. Adat dalam bentuk 

ini diterima sepenuhnya dalam hukum Islam. 

2. „Adat lama yang yang pada prinsipnya secara substansial 

mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur 

mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya 

tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini 

dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan 

selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian. 
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3. „Adat lama yang pada prinsip dan pelaksanannya 

mengandung unsur mafsadat (merusak). Maksudnya, 

yang dikandungnya hanya unsur perusak dan tidak 

memiliki unsur manfaatnya, atau ada unsur manfaatnya 

tetapi unsur perusaknya lebih besar. 

4. „Adat atau „urf  yang telah berlangsung lama, diterima 

oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur 

mafsadat (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil 

syara‟ yang datang kemudian, namun secara jelas belum 

terserap kedalam syara‟, baik secara langsung atau tidak 

langsung.
21

 

Pada zaman Rasulullah SAW, di negeri Arab telah 

terdapat aturan-aturan dan adat istiadat yang sudah dipatuhi 

selama ini. Ada diantaranya yang harus lebih diperbaiki dan 

disempurnakan sedikit demi sedikit, ada yang dapat diterima 

untuk diteruskan karena wahyu tidak membatalkannya, dan ada 

pula yang harus dirombak sama sekali karena bertolak belakang 

dengan syari‟at islam. Seperti halnya, dengan kebiasaan 

                                                           
21

Amir Syarifuddin, USHUL FIQH, ( Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 393-
394 
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masyarakat meminum minuman keras, yang bagi mereka 

minuman tersebut sudah menyatu pada diri mereka. Hal ini 

merupakan suatu kebiasaan atau tradisi yang menimbulkan 

kemudharatan.
22

  

 Dalam Islam, tidak ada larangan atas tradisi. Karena pada 

masa Rasulullah pun tradisi sudah ada dan dijalani oleh 

masyarakat. Akan tetapi Islam tidak mengajarkan tradisi yang 

melanggar hukum Islam, dengan kata lain tradisi yang 

menimbulkan kemudharatan.  

 Rescoe Pound mengatakan sedikitnya terdapat 12 

konsepsi hukum dan masing-masing punya arti berbeda-beda. 

Diantara ke-12 konsepsi hukum tersebut antara lain ada yang 

mengatakan bahwa hukum adalah tradisi dari kebiasaan lama 

yang telah disepakati oleh para dewa, karena ia dianggap sebagai 

petunjuk jalan manusia. Hukum juga diartikan sebagai refleksi 

dari kebijakan / kepentingan dari penguasa. Di pihak lain hukum 

                                                           
22

Mukti Ali,  Agama dalam pergumulan masyarakat kontemporer, (Yogyakarta: PT Tiara 
Wacana Yoga, 1998), h. 314 
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juga dipahami sebagai kaidah-kaidah yang diturunkan oleh 

Tuhan untuk mengatur kehidupan manusia. 

 Konsepsi hukum di atas, masing-masing mempunyai 

tekanan sendiri-sendiri. Tekanan pertama didasarkan pada tradisi 

dari kebiasaan lama. Sementara model kedua tekanan hukumnya 

tergantung kepada upaya-upaya kepentingan/kebijakan dari 

penguasa. Sedangkan model yang terakhir semangat hukumnya 

berseiringan dengan situasi dan kondisi perkembangan 

masyarakat. 

 Sepertinya hukum Islam yang diturunkan Allah melaui 

wahyunya, secara substansial memiliki kedekatan dengan 

konsepsi yang terakhir. Dalam aplikasinya, ia memiliki fungsi 

ganda. Pertama: fungsi “Basyira”, yaitu fungsi penggembira, 

pemotifasi dan pendorong. Kedua: fungsi “nadzira”, yaitu fungsi 

peringatan dan ancaman. Dengan demikian pada langkah awal 

bisa jadi manusia merasakan adanya kekangan-kekangan atas 

peringatan dan ikatan yang terdapat dalam wahyu-Nya. Namun 
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karena fungsi basyira, sebagai fungsi penggembira, pemotifasi 

yang dibarengi dengan janji-janji Tuhan.
23

 

b. ASPEK-ASPEK SOSIOLOGIS TRADISI PERKAWINAN 

DALAM ISLAM 

 Secara terminologi kata tradisi merupakan suatu kaitan 

antara masa lalu dengan masa kini. Ia menunjuk kepada masa 

lalu yang diwariskan untuk masa kini tetapi masih berfungsi 

dan berwujud untuk masa sekarang. Tradisi memperlihatkan 

bagaimana masyarakat bertingkah laku, baik dalam kehidupan 

yang bersifat duniawi maupun terhadap hal-hal yang bersifat 

ghaib atau keagamaan. 

 Kata tradisi sangat melekat pada kehidupan masyarakat 

saat ini. Masyarakat sangat mempercayai tradisi, tradisi sudah 

ada sejak dahulu kala bahkan  sejak zaman jahiliyah. Tradisi 

khususnya tradisi pernikahan sudah dijalani sejak zaman 

jahiliyah.  adapun jenis-jenis pernikahan pada zaman jahiliyah, 

yaitu: 

1. Al-Istibdha‟ 
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 Roibin. Sosiologi Hukum Islam telaah sosio-Historis Pemikiran Imam Syafi’I, ( Malang: 
UIN-MALANG PRESS, 2008), h. 44-45 
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 Praktik perkawinan semacam ini bertujuan mencari bibit 

unggul sebagai keturunan. Caranya, suami memerintahkan 

istrinya untuk tidur seranjang dengan laki-laki yang gagah 

perkasa, kaya dan pandai. Harapannya agar anak yang 

dilahirkannya nanti dari hasil hubungan seks menjadi sama 

dan setidaknya meniru jejak dan karakter sang ayah. 

Meskipun, ayahnya itu bukanlah suaminya yang sah. Suami 

memerintah istrinya ketika sang isteri suci dari haidhnya: 

“Pergilah engkau kepada si fulan (biasanya adalah seorang 

yang tampan atau bagus rupanya, dan sebagainya), dan 

kumpullah engkau dengannya (yakni jima‟)”. Setelah itu 

suami yang pertama tadi tidak akan menyentuhnya sama 

sekali sampai jelas bahwa si isteri itu hamil dari laki-laki 

tersebut. Jika telah nyata hamil maka si laki-laki yang 

terakhir ini dapat memiliki isteri itu, jika ia mau. 

 Adat perkawinan semacam ini banyak ditemui di 

kalangan penduduk kota Kabul, Turki, dan Sparta. “Di 

Sparta, masyarakat akan mencemooh kaum laki-laki sebagai 

suami yang cemburu pada sang istrinya yang melakukan 

kebiasaan seperti itu. 
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2. Al-Mukhadanah 

 Perkawinan ini tak ubahnya dengan poliandri. Poliandri 

adalah Satu orang perempuan memiliki banyak suami. Si 

perempuan melayani semua laki-laki tadi dan kalau nanti 

hamil maka salah satu dari laki-laki yang menggauli harus 

mengakui bahwa anak yang dikandung si perempuan adalah 

anaknya. Sedangkan siapa yang mau dijadikan bapak dari 

anaknya tergantung pilihan perempuan. Dan biasanya 

penunjukan ayah dari jabang bayi setelah jabang bayi lahir. 

 Pada umumnya banyak terjadi di negeri Yaman. Di 

negeri itu terkenal sebutan Ar-Ranth. Selain Yaman, juga 

terjadi di Turkistan, Siberia, India Selatan, Srilangka, 

Vietnam dan di bagian benua Afrika. 

3. Asy-Syighar 

 Bentuk dan praktik perkawinan ini ialah, kedua orangtua 

dari kedua mempelai, menukarkan kedua anak laki-laki dan 

perempuannya, masing-masing memberikan mas kawin 

kepada anaknya sendiri. Namun, perkawinan semacam ini 

dilarang Nabi. “Islam tidak mengenal kawin Syighar,” 

sabdanya. 
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4. Perkawinan Warisan 

 Perkawinan ini terjadi karena ada anggapan bahwa 

seorang istri itu tidak lebih dari barang warisan yang dapat 

diberikan kepada siapa saja yang mengendaki. Jadi, saudara 

suami dapat mewarisi jika suaminya telah meninggal. Istri 

yang ditinggalkan mati suaminya itu tidak berhak menolak 

atau kembali pada keluarganya sebelum sang saudara suami 

itu datang dan memperbolehkan kembali pada keluarganya. 

Begitu pula bila sang ayah meninggal dunia, anak sulungnya 

berhak mengawini istri ayahnya yang bukan ibu kandungnya. 

Perkawinan model ini banyak dilakukan di Persia. 

5. Perkawinan Mut‟ah 

 Perkawinan Mut‟ah sama seperti kawin kontrak. Dalam 

perkawinan ini ditentukan waktunya dan syaratnya. 

Perkawinan ini akan berakhir apabila waktunya habis 

berdasarkan syarat yang ditentukan sebelumnya. Menurut 

berbagai kalangan, perkawinan semacam ini haram 

hukumnya. 

6. Perkawinan semacam pelacur 
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 Perkawinan yang terjadi ketika seorang laki-laki 

berhubungan dengan perempuan yang bukan istrinya, lantas 

memberi imbalan. Jika tidak memakai imbalan, maka 

dinamakan perzinaan. Perzinaan ialah percampuran antara 

seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan 

istrinya. Biasanya dilakukan tanpa memakai imbalan. Terjadi 

suka sama suka. Pada rumah perempuan itu biasanya 

dikibarkan bendera, yang menandakan di dalam rumah itu 

disediakan wanita bersangkutan. Jika wanita itu melahirkan 

anak, ia berhak meminta pertanggungjawaban pada laki-laki 

yang mirip dengan wajah anaknya. 

7. Perkawinan tukar-menukar istri 

 Di masa jahiliyah juga dikenal tukar menukar istri. 

Terjadi untuk beberapa waktu tertentu. Adat tukar-menukar 

istri ini terjadi dan berlaku di kalangan beberapa suku di 

Afrika, penduduk Hawai dan Tibet. Tradisi perkawinan 

tukar-menukar istri tersebar juga ke negeri Paris. 

8. Perkawinan keroyokan 

 Sekelompok lelaki, kurang dari 10 orang, semuanya 

menggauli seorang wanita. Bila telah hamil kemudian 
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melahirkan, ia memanggil seluruh anggota kelompok tersebut 

tidak seorangpun boleh absen. Kemudian ia menunjuk salah 

seorang yang dikehendakinya untuk di nisbahkan sebagai 

bapak dari anak itu, dan yang bersangkutan tidak boleh 

mengelak. Dan biasanya penunjukan ayah dari jabang bayi 

setelah jabang bayi lahir. 

9. Perkawinan syar‟iy/ ihshan‟ 

 Jenis perkawinan ini tidak ada ubahnya dengan 

perkawinan yang sekarang terjadi, yaitu dengan cara 

melamar kepada si wali wanita yang akan dinikahi kemudian 

dilanjutkan dengan pernikahan dengan acara ijab qobul dan 

pemberian mahar kepada mempelai wanita.
24

 

 Jika dilihat pernikahan pada zaman jahiliyah sangatlah 

bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dalam hal ini 

Rasulullah SAW meluruskan seluruh tradisi yang salah, 

sehingga tidak bertentangan dengan hukum Islam. Tradisi 

pernikahan pada masa Rasulullah tidaklah jauh berbeda 
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Muhammad Rozzan, “Macam-macam Perkawinan Zaman Jahiliyah”, 

http://ngawadul.wordpress.com/2011/03/22/macam-macam-perkawinan-zaman-jahiliyah/, 

diakses tanggal 13 Juni 2013. 
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dengan masa sekarang. Tetapi pada masa Rasul untuk 

menghormati suatu kaum adalah dengan mengangkat saudara 

atau dengan jalan menikahi salah satu kerabat dari kaum 

tersebut. Pada masa itu, pria menikahi lebih dari empat 

wanita ialah hal yang wajar. Bahkan pada zaman itu para raja 

dan pemimpin suatu bangsa mempunyai banyak istri, dan 

biasanya para istri tersebut diambil sewaktu masih gadis, 

bukan janda sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, 

padahal Beliau adalah pemimpin bangsa Arab pada masa 

tersebut. 

Rasulullah memiliki 13 orang istri yang mana semua 

istri beliau adalah seorang janda kecuali Aisyah binti Abu 

Bakr As Siddiq. Pada tahun 8 H, Allah SWT menurunkan 

QS. al-Nisaa‟: 4. Allah berfirman: 



52 
 

                  

                     

                  
25  

 
Artinya: 

 Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil 

terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu 

mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang 

kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu 

takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) 

seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang 

demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. 

 

Ayat diatas berlaku untuk seluruh kaum muslim, 

kecuali Rasulullah saw. Ketika ayat tersebut turun, 

Rasulullah saw mempunyai isteri lebih dari empat orang dan 

beliau tidak menceraikan satupun dari isterinya. Ini 

menunjukkan bahwa Rasulullah saw diberi kekhususan untuk 

menikah lebih dari empat orang, semata-mata untuk menjaga 

perasaan istri-istrinya. 
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 Kini kita berada pada suatu generasi yang hidup jauh dari 

kehidupan Rasul, al-Khulafau al-Rasyidun, para imam 

madzhab, atba‟u al-Tabi‟in dan fuqaha klasik. Tidak hanya 

jauh dalam pengertian rentang waktu, melainkan jauh dalam 

arti corak berikut karakteristik budaya dan perdabannya. 

Setiap fenomena-fenomena sosial budaya yang berkembnag 

dengan aneka ragamnya, tidak lagi memperoleh petunjuk 

atau jawaban secara langsung yang turun dari Allah (wahyu), 

sebagaimana ketika Rasul menghadapi fenomena serupa pada 

masanya. Setiap kali ia menghadapi problem yang krusial, 

ketika itu pula tiba-tiba al-Qur‟an turun sebagai jawabannya. 

Demikian juga pada setiap fenomena yang dijumpai 

masyarakat muslim pada era awal selalu saja Rasul dijadikan 

sebagai figure otoritatif  untuk memberikan jawaban-

jawabannya.
26

 

 Tradisi pernikahan saat ini sudah mengalami 

perluasan buadaya, sehingga lebih berfariasi dan inofatif 

dalam penerapannya. Pada dasarnya tradisi masyarakat 
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zaman dahulu dengan sekarang tidak jauh berbeda selama 

tradisi tersebut tidak keluar dari norma-norma hukum Islam. 


